Menimbang :

BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

a. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (I) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

bahwa  pertanggungjawaban  pelaksanan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran
2024;




Mengingat :

L.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional = dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease-2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);




10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapatn
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2021 tentang
Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 7067);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)




Ll

12.

13.

14.

15.

16.

17,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244);Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 nomor 106 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);




18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 3);




26.

27

28.

39.

30.

31,

Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan
Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 361);

. Peraturan Bupati Bone 52 Tahun 2016 Tentang Penyusutan

dan Masa Manfaat Aset Tetap (Berita Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2016 Nomor 52);

Peraturan Bupati Bone 54 Tahun 2016 Tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupten
Bone Tahun 2016 Nomor 54);

Peraturan Bupati Bone 112 Tahun 2021 Tentang
Penentuan Pembentukan Penyisihan Piutang dan
Penyisihan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupten Bone
Tahun 2016 Nomor 112);

Peraturan Bupati Bone 46 Tahun 2024 Tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2024 Nomor 46);

Peraturan Bupati Bone 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024
Nomor 49)




dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

Menetapkan :

dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;
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Laporan Arus Kas; dan
Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan
Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp 2.642.261.636.386,99
b. Belanja dan Transfer Rp 2.606.533.658.028,13
Surplus/defisit Rp 35.727.978.358,86
c. Pembiayaan
* Penerimaan Rp 25.556.640.059,84
= Pengeluaran Rp 42.589.402.405,00
Surplus/defisit Rp (17.032.762.345,16)
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp219.856.625.184,01 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan setelah
perubahan Rp 2.862.118.261.571,00
b. Realisasi Rp 2.642.261.636.386,99
Selisih lebih /(kurang) Rp 219.856.625.184,01




Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp257.966.503.278,87 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah

perubahan Rp 2.864.500.161.307,00
b. Realisasi Rp 2.606.533.658.028,13
Selisih lebih/(kurang) Rp 257.966.503.278,87

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp(38.109.878.094,86) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah

perubahan Rp (2.381.899.736,00)
b. Realisasi Rp 35.727.978.358,86
Selisih lebih/(kurang) Rp (38.109.878.094,86)

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp48.286.425.936,16 dengan rincian sebagai
berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 73.843.065.996,00
b. Realisasi Rp 25.556.640.059,84
Selisih lebih/(kurang) Rp 48.286.425.936,16

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp 28.871.763.855,00

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 71.461.166.260,00
b. Realisasi Rp 42.589.402.405,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 28.871.763.855,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
sejumlah Rp19.414.662.081,16 dengan rincian sebagai
berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp 2.381.899.736,00

b. Realisasi Rp (17.032.762.345,16)

Selisih lebih(kurang) Rp 19.414.662.081,16
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2024
sebagai berikut:

a.
b

Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 25.556.640.059,84
Penggunaan SAL Sebagai
Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan Rp  (25.556.640.059,84)
Sub Total (a—b) Rp (0,00)




d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 18.695.216.013,70

e. Sub Total (c+d) Rp 18.695.216.013,70
Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya Rp 0,00
g. Lain - Lain Rp 0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir
(e+f+g) Rp 18.695.216.013,70
Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf ¢ untuk tahun yang terakhir sampai dengan
31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan LO Rp 2.432.774.242.151,89
b. Beban LO Rp 2.338.841.527.975,04
c. Surplus/Defisit dari

Operasional (a-b) Rp 93.932.714.176,85

d. Jumlah Surplus/defisit dari

Kegiatan Non Operasional Rp (1.886.273.568,00)
e. Surplus/defisit sebelum Pos

Luar Biasa (c+d) Rp 92.046.440.608,85

f. Pos Luar Biasa Rp (1.555.026.117,00)

g. Surplus/defisit-LO (e+f) Rp 90.491.414.491,85
Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf d untuk periode yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal Bp 3.020.535.302.536,23
b. Surplus/defisit-LO Rp 90.491.414.491,85
c. Dampak kumulatif perubahan

kebijakan/kesalahan mendasar Rp 1.856.916.240,06
d. Koreksi nilai persediaan Rp 0,00
e. Selisih evaluasi aset tetap Rp 0,00
f. Koreksi ekuitas lainnya Rp 0,00
g. Ekuitas akhir (atb+tctd+e+f) Rp 3.112.883.633.268,14

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk
tahun terakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai
berikut:

a. Aset lancar Rp 171.948.009.632,02
b. Investasi Jangka Panjang Rp 91.333.865.815,00




Aset tetap Rp 3.174.461.468.557,40
Dana Cadangan Rp 0,00
Aset lainnya Rp 125.186.287.426,36

Jumlah Aset Properti Lainnya Rp 5.224.400.382,00
Jumlah aset (a+b+ct+d+e+f) Rp 3.568.154.031.812,78
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h. Kewajiban jangka pendek Rp  265.553.991.904,64
Kewajiba jangka panjang Rp 189.716.406.640,00

e

j. Kewajiban (h+i) Rp  455.270.398.544,64
k. Ekuitas Rp 3.112.883.633.268,14
I. Kewajiban dan ekuitas dana
(j+k) Rp 3.568.154.031.812,78
Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf f untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31
Desember 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari

tahun 2024 Rp 25.601.098.499,42
b. Arus Kasdari Aktivitas Operasi Rp  333.028.459.655,82
c. Arus Kasdari Aktivitas Investasi Rp (297.300.481.296,96)
d. Arus Kas dari Aktivitas

Pendanaan Rp 0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas
Transitoris Rp (166.150.030,58)

f. Saldo Kas Akhir per
31 Desember tahun 2023 Rp 18.573.524.422,70

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud dalam Pasal 1
huruf d tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I . Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

menurut urusan Pemerintahan Daerah
dan organisasi;




Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI
g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII
i. Lampiran IX

j- Lampiran X

k. Lampiran XI

1. Lampiran XII

m. Lampiran XIII :

n. Lampiran XIV

0. Lampiran XV
p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII :
r. Lampiran XVIII :

s. Lampiran XIX

: Rincian Laporan Realisasi Anggaran

menurut urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

: Rekapitulasi Realisasi Anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja

Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan urusan  Pemerintahan
Daerah dan fungsi dalam kerangka
Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Laporan Sisa Anggaran Lebih;

: Laporan Operasional,;

: Laporan Perubahan Ekuitas;

: Neraca;

: Laporan Arus Kas;

: Catatan Atas Laporan Keuangan;

: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

. Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang

tidak tertagih;

: Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir;

: Daftar penyertaan modal (investasi)

daerah;

. Daftar rekapitulasi realisasi

penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

Daftar rekapitulasi aset tetap;

: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam

pekerjaan;

: Daftar rekapitulasi aset lainnya;

: Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang;

: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya; dan




t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (2) terdiri dari;

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini; dan

b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/
Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut
dari  pertanggung jawaban  pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 20 Agustus 2025
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ANDI SAHARUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.01.034.25




